
SALINAN

BUPATIMAJALENGKA
PROVINSIJAWABARAT

PERATURANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR70 TAHUN2021

TENTANG

KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGASPOKOKDANFUNGSI
SEKRETARIATDAERAH,SEKRETARIATDEWANPERWAKlLANRAKYAT
DAERAH,INSPEKTORATDANUNSURPENUNJANGPERANGKATDAERAH

DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENMAJALENGKA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan
Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 43 Tahun 2019 ten tang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unsur
Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Majalengka Nomor III Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka
Nomor 43 Tahun 2019 ten tang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Penunjang
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka perlu dilakukan penyesuian terkait Jabatan
Fungsional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,
serta menindaklanjuti terbitnya rekomendasi Gubemur
Jawa Barat Nomor 5475jOT.03jORG tangal 23 September
2021 Tentang Persetujuan Penyederhanaan Struktur
Organisasi di Lingkungan KabupatenjKota Provinsi Jawa
Barat maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Mengingat: 2



Mengingat

2

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016
ten tang Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);

7. Peraturan 3
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7. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenk1atur Perangkat Daerah Provinsi
dan Daerah KabupatenjKota yang Me1aksanakan Fungsi
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

8. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 107 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah
Provinsi dan KabupatenjKota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);

9. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenk1atur dan Unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi dan KabupatenjKota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Maja1engka (Lembaran Daerah
Kabupaten Maja1engka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Maja1engka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Maja1engka (Lembaran Daerah Kabupaten
Maja1engka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT
DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATENMAJALENGKA.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasa11

Da1am Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah

Kabupaten Maja1engka.

2. Pemerintah .4
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penye1enggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Majalengka.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penye1enggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada
Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi
kepada Daerah kabupaten untuk me1aksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

9. Badan adalah Badan Daerah.

10. Unsur Penunjang Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang
memberikan pelayanan bagi organisasi Perangkat Daerah lain, me1iputi
pe1aksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pene1itian dan
pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABII
SEKRETARIATDAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal2

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang
Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah.

b. Asisten 5
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b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

1. Bagian Pemerintahan membawahi Ke1ompokJabatan Fungsional.

2. Bagian Hukum membawahi Ke1ompokJabatan Fungsional.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi Ke1ompok Jabatan
Fungsional.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan membawahi Kelompok Jabatan

Fungsional.
2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahi Kelompok Jabatan

Fungsional.
d. Asisten Administrasi Umum, membawahi:

1. Bagian Umum, membawahi:
a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Rumah Tangga;
c. Sub Bagian Perlengkapan.

2. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi:
a. Sub Bagian Keuangan;
b. Ke1ompokJabatan Fungsional.

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
a. Sub Bagian Protokol;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bagian Organisasi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal4

(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap
pe1aksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

(2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menye1enggarakan fungsi :
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. pengoordinasian pe1aksanaan tugas Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada

instansi daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

BABIII 6
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BABIII
SEKRETARIATDEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal5

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pe1ayanan administrasi dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRDyang dipimpin oleh
seorang Sekretaris DPRD.

(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif
bertanggung jawab kepada Bupati me1alui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRDterdiri dari :
a. Sekretaris.
b. Bagian Umum, membawahi:

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Rumah Tangga; dan
3. Sub Bagian Perlengkapan.

c. Bagian Program dan Keuangan, membawahi:
1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bagian Legislasi, Alat Ke1engkapan DPRD dan Dokumentasi Hukum,
membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRDsebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

(1) Sekretariat DPRDmempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai
dengan kebutuhan.

(2)Sekretariat 7
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(2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;dan
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD.

BABIV
INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal8

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal9

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
a. Inspektur.
b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Analis dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
3. KelompokJabatan Fungsional.

c. Inspektur Pembantu I.

d. Inspektur Pembantu II.

e. Inspektur Pembantu III.

f. Inspektur Pembantu IV.

g. Inspektur Pembantu V.
h. KelompokJabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal10 8
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Pasall0

(1) Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan
mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan intemal terhadap kineIja dan keuangan

melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati
dan Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

BABV
BADANKEPEGAWAIAN

DANPENGEMBANGANSUMBERDAYAMANUSIA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 11

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan
un sur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan Dan
Pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal12

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia terdiri dari :
a. Kepala Badan.

b. Sekretariat 9
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b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. KelompokJabatan Fungsional.

c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi membawahi Kelompok
Jabatan Fungsional.

d. Bidang Kepangkatan dan Pengembangan Karier membawahi Kelompok
Jabatan Fungsional.

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia membawahi Kelompok
Jabatan Fungsional.

f. Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan membawahi Kelompok
Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran IVPeraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal13

(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang
diberikan kepada Daerah.

(2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

BAB VI 10
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BABVI
BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH,PENELITIAN

DANPENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal14

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan yang diberikan kepada Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala
Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal15

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan terdiri dari :
a. Kepala Badan.
b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi
Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi Kelompok
Jabatan Fungsional.

f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi Kelompok Jabatan
Fungsional.

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi Kelompok Jabatan
Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian 11
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Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal16

(1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi
penunjang Drusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan
yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebljakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan

pengembangan;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian

dan pengembangan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Drusan

Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

BABVII
BADANKEDANGANDANASETDAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal17

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala
Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal18

(1) Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan.

b. Sekretariat 12
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b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;

2. KelompokJabatan Fungsional.

c. Bidang Anggaran, membawahi:

1. Sub Bidang Pengendalian Anggaran;

2. Sub Bidang Perencanaan Dana Transfer;

3. KelompokJabatan Fungsional.

d. Bidang Aset, membawahi:

1. Sub Bidang Penatausahaan Aset;

2. Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset;

3. KelompokJabatan Fungsional.

d. Bidang Perbendaharaan, membawahi:

1. Sub Bidang Belanja Daerah;

2. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;

3. KelompokJabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati
1n1.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal19

(1) Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu
Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1),Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis di bidang keuangan;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah di bidang keuangan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

BABVIII 13
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BABVIII
BADANPENDAPATANDAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal20

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan
bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan
yang diberikan kepada Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal21

(I) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan.

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;

2. KelompokJabatan Fungsional.

c. Bidang Perencanaan dan Teknologi Informasi, membawahi:

1. Sub Bidang Pendataan;

2. Sub Bidang Teknologi informasi; dan

3. KelompokJabatan Fungsional.
d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahi:

1. Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran;

2. Sub Bidang Penetapan; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, membawahi:

1. Sub Bidang Penagihan dan Pengendalian;

2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan

3. KelompokJabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badim Pendapatan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati
lni.

Bagian Ketiga 14
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Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal22

(1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati
dalam melaksanakan fungsi penunjang sub Urusan Pemerintahan bidang
pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1),Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan

daerah;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah;dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

BABIX
KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal23

Uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan
Bupati tersendiri.

BABX
KETENTUANPENUTUP

Pasal24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
a. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Penunjang Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 43) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 111 Tahun 2020 ten tang
Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unsur
Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 114)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Pejabat 15
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b. Pejabat pada Jabatan Struktural yang beralih menjadi Jabatan Fungsional
sesuai dengan ketentuan penyederhanaan struktur organisasi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilakukan pe1antikan.

Pasal25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Majalengka

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATIMAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

ttd

EMANSUHERMAN

BERITADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2021 NOMOR70

Salinan sesuai dengan aslinya,

DEDE SUPENANURBAHAR
NIP 19651225 198603 1 003



LAMPlRAN I PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 70 TAHUN 2021
TANGGAL 30 Desember 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH Dr
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

ALENGKA,

SEKRETARIS DAERAH

~----------------------------------------------------------------------------, ,
I

,,,
ASISTEN ASISTEN ASISTEN I STAF'AHLI ~PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN ADMINISTRASI UMUM
RAKYAT

I
I I I

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIANBAGIAN
PEMERlNTAHAN HUKUM KESEJAHTERAAN EKONOMIDAN PENGADAAN PERENCANAAN PROTOKOL DAN ORGANISASIUMUMRAKYAT PEMBANGUNAN BARANG DAN JASA DAN KEUANGAN KOMUNlKASI

PIMPINAN
I I I I I I I

l KELOMPOK L KELOMPOK L KELOMPOK L KELOMPOK L KELOMPOK SUB BAGIANTU L KELOMPOKJABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN PIMPINAN, STAF SUB SUBBAGIAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL - AHLI DAN BAGIAN PROTOKOL JABATAN

FUNGSIONAL
- KEPEGAWAIAN KEUANGAN

I III i I
II 1III I IIIII IIIII 1IIII II I IIIIT II I1IIII11I1111

J..Ll.I ..U.I.U.LL.L1.J .LI.1J..I.LJ..l.1J..LLI. .I.I.LLl.LI ..l.I.LlLl .. .LLLJ..l.LL.I.I.I..l.LL .LLLLL.LU.LLLLL . KELOMPOK KELOMPOK
SUB BAGIAN JABATAN JABATAN .Ll.LI..LLI.LLLLLL.

- RUMAH TANGGA FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Salinan sesuai dengan aslinya,
II

KEPALA BAGIAN HUKUM
TTIIIIIIIIIII BUPATI MAJ

- SUB BAGIAN .Ll.LI.U.U.LI ..UJ. ..LLLI..I.L1.LLLLLL
SEKRETARIAT DAERAH PERLENGKAPAN
KABUPATEN~JALENGKA, ttd
...•••. -=-

KARNA SOBAHI

DEDE SU ENA NURBAHAR
NIP 196512251986031003



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 70 TAHUN 2021
TANGGAL 30 Desember 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH,

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAJALENGKA

SEKRETARIS DPRD

I MAJALENGKA,

ttd

RNA SOBAHI

I I
BAGIAN

BAGIAN BAGIAN

UMUM
PROGRAM DAN LEGISLASI, ALAT
KEUANGAN KELENGKAPAN DPRD DAN

DOKUMENTASIHUKUM
I I

SUB BAGIAN SUB BAGIAN KELOMPOK JABATAN
TATA USAHA DAN - FASILITASI - FUNGSIONAL -
KEPEGA WAIAN PENGANGGARAN I I I I

I I I I

SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN ,.--- BUPAT

RUMAH TANGGA -

KA

- KELOMPOK JABATAN Salinan sesuai dengan aslinya,
SUB BAGIAN FUNGSIONAL

PERLENGKAPAN - KEPALA BAGIAN HUKUMI I I I
I I I I SEKRETARIAT DAERAH

--DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198603 1 003



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 70 TAHUN 2021
TANGGAL 30 Desember 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH,

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN MAJALENGKA

INSPEKTUR

I
SEKRETARIAT

KELOMPOKJABATAN I I I

FUNGSIONAL
,

KELOMPOKJABATANSUB BAGIAN SUB BAGIAN
I I I I ANALIS DAN ADMINISTRASI UMUM FUNGSIONAL
I I I I EVALUASI DAN KEUANGAN I I I 1

, I I I I

I
" ~I I T I

INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR
PEMBANTU I PEMBANTU II PEMBANTU III PEMBANTU IV PEMBANTUV

Salinan sesuai dengan aslinya,
BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 70 TAHUN 2021
TANGGAL 30 Desember 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH,

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

I
I

SUBBAGIAN KELOMPOK JABATAN

UMUMDAN SUB BAGIAN FUNGSIONAL

KEPEGAWAIAN KEUANGAN 1-1 ,'-- -,
, I , I

BIDANG
BIDANG BIDANG

PENGADAAN, BIDANG

PEMBERHENTIAN DAN KEPANGKATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER PENILAIAN KINERJA DAN

INFORMASI PENGEMBANGAN DAYA MANUSIA KESEJAHTERAAN

I I I I

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL - ,- KEWMPOK JABATAN -- FUNOSIONAL FUNGSIONAL, , I -, , I 1 I I I

I I I I I I I I
I , ,, I I I I ,

Salinan sesuai dengan aslinya,

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198603 1 003

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI



LAMPlRAN V PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 70 TAHUN 2021
TANGGAL 30 Desember 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH,

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN MAJALENGKA

I KEPALA DINAS I

SEKRETARIAT

I
1 I

SUB BAGlAN UMUM SUBBAGIAN KELOMPOK JABATAN

DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN FUNGSIONAL
'_. ~-

I I 1 1 I
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG

PERENCANAAN PENGENDALlAN PEMERINTAHAN DAN PEREKONOMIAN DAN INFRASTUKTUR DAN PENELITIAN DAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN MANUSlA SUMBER DAYA ALAM KEWILAYAHAN PENGEMBANGAN

DAERAH

I I

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL- -

I I 1 1 T T 1 I I 1 I I •...• 1

I 1 1 I T 1
I I 1 1 I I I 1 I

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

~GKA::SU::U:f~
NIP 19651225 198603 1 003

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 70 TAHUN 2021
TANGGAL 30 Desember 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH,

SEKRETARlAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

ttd

ai dengan aslinya,

MAJALENGKA,

GIAN HUKUM
ATOAERAH

JALENGKA,

NASOBAHI

NANURBAHAR
NIP 19651225 198603 1 003

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

I
SUB BAGIAN KELOMPOKJABATAN
UMUMDAN FUNGSIONAL
KEUANGAN I I I I

I I I I

I I
BIDANG BIDANG BIDANG

ANGGARAN ASET PERBENOAHARAAN BUPATI

I I

SUBBIDANG SUBBJDANG SUBBIDANG
PENGENDALIAN I-- PENATAUSAHAAN - BELANJA - KAR

ANGGARAN ASET OAERAH

Salinan sesu
SUBBIDANG SUB BJDANG - SUBBIDANG

PERENCANAAN "-- PENGAMANANDAN AKUNTANSI DAN - KEPALABA
DANA TRANSFER PEMANFMTAN PELAPORAN

ASET SEKRETARI
KABUPATEN

KELOMPOKJABATAN KELOMPOKJABATAN KELOMPOKJABATAN

~
FUNGSIONAL - FUNGSIONAL - FUNGSIONAL -

I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I OEOE SUPE



LAMPlRAN VII: PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 70 TAHUN 2021
TANGGAL 30 Desember 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH,

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

ttd

esuai dengan aslinya,

ATI MAJALENGKA,

BAGIAN HUKUM
ARIAT DAERAH
TEN JALENGKA,

UPENA NURBAHAR
1225198603 1 003

KARNA SOBAHI

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KELOMPOK JABATAN
UMUMDAN FUNGSIONAl
KEUANGAN I I I I

I I I I

I I

BIDANG BIDANG BIDANG
PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN PENGENDALIAN DAN

TEKNOLOGI INFORMASI PENDAPATAN DAERAH EVALUASIPENDAPATAN

I BUP
I I

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PENDATAAN - PELAYANAN DAN - PENAGIHAN DAN -

PENDAFiARAN PENGENDALIAN

SUB BIDANG
Salinan s

- SUB BIDANG - SUB BIDANG
TEKNOLOGI PENETAPAN PEMBUKUAN DAN - KEPALA
INFORMASI PELAPORAN SEKRET

.UARTTPA

KELOMPOKJABATAN - KELOMPOKJABATAN - KELOMPOKJABATAN "{
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL -
I I I I I I I I I I I I DEDE S

I I I I I I I I I I I I NIP 1965


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023

